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TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

UMUM

Para penyandang disabilitas seringkali tidak menikmati kesempatan
yang sama dengan orang lain. Ini terjadi karena kurangnya akses terhadap
pelayanan dasar, maka (mereka) perlu mendapatkan perlindungan. Dengan
memberikan perlindungan kepada para penyandang disabilitas, maka hak
konstitusional penyandang disabilitas terjamin dan terlindungi sehingga
penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi secara optimal
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak
kekerasan dan diskriminasi.

Berbagai fakta memperlihatkan adanya perlakuan yang tidak adil dan
sikap diskriminatif yang masih sering dialami penyandang disabilitas saat
memenuhi kebutuhan dasarnya. Diantaranya, penolakan anak penyandang
disabilitas untuk masuk sekolah umum, tidak adanya fasilitas informasi atau
perangkat seleksi kerja yang dapat diakses bagi peserta penyandang
disabilitas, penolakan untuk akses lapangan kerja, kurangnya fasilitas
layanan publik yang dapat diakses penyandang disabilitas, kurangnya
kesempatan dan dukungan pemerintah dalam partisipasi olahraga bagi
penyandang disabilitas, stigma negatif terhadap keberadaan penyandang
disabilitas dan berbagai kendala lain yang dihadapi para penyandang
disabilitas. Stigma negatif telah menafsirkan penyandang disabilitas identik
dengan orang sakit, lemah, tidak memiliki kemampuan dan hanya akan
membebani orang lain. Sehingga penyandang disabilitas dipandang sebagai
bagian dari masalah dan tidak dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Kehidupan para penyandang disabilitas masih memprihatinkan.
Penyandang disabilitas sebagian besar berada dalam keluarga yang belum
terpenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan dan kecacatan memang menjadi
dua masalah yang sulit untuk dipisahkan. Seorang ibu yang berasal dari
keluarga miskin dalam beberapa kasus tidak tercukupi kebutuhan gizinya
selama hamil serta sesudah melahirkan anak-anaknya juga mengalami gizi
yang kurang sehingga akan mengakibatkan anak menjadi cacat. Penyandang
disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai
hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang
layak. Penyandang disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan sebagai sumber
mata pencaharian sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum dapat
tercukupi bahkan harus bergantung pada orang lain.

Penyandang



II.

Penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam
mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut
pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi
dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Sebagai contoh, pengguna
kursi roda sangat sulit untuk beraktivitas di luar rumah karena lingkungan
mereka yang tidak asesibel. Penyandang tuna netra juga tidak banyak yang
bisa mengakses berbagai informasi karena pengetahuan yang berkembang
sangat cepat. oleh karenanya penanganan penyandang disabilitas harus
dilakukan secara komprehensif.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011
tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities
(Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dijelaskan bahwa
setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan
yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari
eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak
untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya
berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk
mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian,
serta dalam keadaan darurat.

Kewajiban negara merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi,
melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan
administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-
undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap
penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi
penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan,
kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan
teknologi, informasi dan komunikasi.

Sehubungan dengan kewajiban tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Timur menyusun Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan
Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas untuk memberikan dasar dan
penguatan bagi upaya-upaya pemenuhan hak-hak pera penyandang
disabilitas tersebut. Adapun cecara umum materi pokoknya disusun secara
sistematis sebagai berikut : Asas, tujuan dan prinsip-prinsip yang harus
dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, perlindungan dan
pemenuhan hak penyandang disabilitas yang meliputi hak untuk
mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya dan
olah raga, politik, hukum serta penanggulangan bencana, aksesibilitas,
forum komunikasi dan koordinasi disabilitas serta partisipasi masyarakat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2



Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah penyandang
disabilitas merupakan manusia makhluk ciptaan Tuhan Yang
Maha Esa yang terlahir dengan harkat dan martabat yang sama
dengan manusia lainnya sehingga harus diperlakukan sama
sebagaimana perlakuan terhadap manusia lainnya.

Huruf b
Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah pemberian
perlakuan yang adil dengan memberikan dan mewujudkan hak-
hak penyandang disabilitas secara adil.

Huruf c
Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan yaitu memperlakukan
dan memberikan perlindungan serta pelayanan bagi penyandang
disabilitas secara kekeluargaan dan/atau harus dianggap sebagai
keluarga sendiri.

Huruf d
Yang dimaksud dengan asas kesetaraan adalah kesamaan bagi
penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan dan hak-
haknya sebagai manusia, agar rnampu berperan dan
berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, budaya, politik,
pemerintahan, dan kesamaan dalam menikmati hasil
pembangunan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah pemberian
perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dengan
mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f
Yang dimaksud dengan asas non-diskriminasi adalah bahwa
sikap dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas dengan
tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras,

etnis, suku, agama dan antar golongan.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5



Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Kesempatan yang sama adalah untuk mendapatkan hak dan
kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan sosial
akan tetapi karena kondisi fisik dan/atau psikis penyandang
disabilitas berbeda dengan orang lain pada umumnya, maka harus
diberikan pelayanan khusus dan tidak dapat disamakan
pelayanannya dengan orang lain pada umumnya.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Walaupun memiliki kewajiban yang sama dengan warga negara
lainnya, akan tetapi karena kondisi fisik dan/atau psikis
penyandang disabilitas berbeda dengan warga negara lain pada
umumnya, maka dalam menjalankan kewajibannya tersebut
penyandang disabilitas tetap berhak mendapatkan pelayanan atau
perlakuan khusus yang disesuaikan dengan jenis dan derajat
kecacatannya.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9

Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan” adalah kelompok layanan
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,
nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Yang dimaksud dengan “enis pendidikan” adalah kelompok yang
didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan pada suatu satuan
pendidikan, seperti pendidikan umum, pendidikan kejuruan,
pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vakasi,
pendidikan keagamaan dan pendidikan khusus.

Yang
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Yang dimaksud dengan

“jenjang pendidikan” adalah tahapan

pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan

peserta didik,
dikembangkan.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)

tujuan yang akan dicapai,

dan kemampuan yang

Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang

memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki

kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk

mengikuti

pendidikan
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan

Pasal 18



